
 

 

 

 

BUPATIBENGKAYANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR: o TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BENGKAYANG, 
t 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nornor 76/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan 
Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 
2020 perlu tlilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
Anggaran 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 
2020 perlu dilakukan perubahan ketiga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Bengkayang tentaitg' Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan elanja Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

Nomor Tahun 2004 
Negara (Lembaran Negara 
2004 Nomor 5, Tambahan 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang 
Perbendaharaan 
Indonesia Tahun 
Noorara omhlile Inclanoeia Nomar 42) 



 

 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub\ik 
Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang \Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repub\ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
Peraturan Pemerintah Nom or, 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuanga'if· Daerah (Lembaran Negara 
Repub\ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

1 I. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Repub\ik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Repub\ik Indonesia Nomor 6041); 

10. 



 

 

 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor · 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 165) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 
2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Prcsiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pcrubahan 
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja daerah 
sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari anggaran 
Pendapatan dan Belanja daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655 ); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 
tentang tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249 ); 

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
19/PMK.07 /2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana 
Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah 
Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 250: 



 

 

 

 

23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam 
Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
76/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana 
Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678); 

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok- 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
tentang Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 
2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkayahg Nomor 19); 

26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkayang fLembaran Daerah Kabupaten 

Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang 
(Lcmbaran Dacrah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 
Nomor 1); if: 

27. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13). 

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
13/KM.7 /2020 tentang Rincian Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan 
Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020; 

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan 
Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang Ill Tahun 
Anggaran 2020; 

3. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor 
$-281/PK/2020 tentang Penyampaian Rincian Alokasi 
BOK Tambahan TA. 2020 dan Pelaksanaannya; 

4. Surat Gubemur Kalimantan Barat Nomor 
903/0998/BPKAD-B, Hal Izin Pergeseran Anggaran. 



 

 

 

 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 1 
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 

Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.103.305.077.600,- berkurang sejumlah 
Rp. 109.700.428.226,- sehingga menjadi Rp. 993.604.649.374.- dengan rincian 
se bagai berikut: 

l. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah/ (Berkurang) 
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

Rp. 1.101.305.077.600,00 
(RD. 111,342.822335,00)- 
Rp. 989.962.255.265,00 

2. Belanja .... 
a. Semula Rp. l.103.305.077.600,00 
b. Bertambah/ (Berkurang) (Rp. 109. 700.428.226,00)- 
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 993.604.649.374,00 

Surplus / (Defisit ) (Rp. 3.642.394.109,00) 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan 

1) Semula RR 2.000.000.000,00 
2) Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00+ 
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan R '1.- 2.000.000.000,00 p. 

b. Pengeluaran 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah/ (Berkurang) Rp. 0,00 
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan Rp. 
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah 
(Rp. 1.642.394.103,00) 

Perubahan (SiLPA) 
2.000.000.000,00 

Pasal 2 
Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Derah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri 
dari: 
I. Lampiran I Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD; 
2. Lampiran · Ia Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 

la. 



 

3. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dalam Berita Dadrah. 

Ditetapkan di Bengkayang 
Pada tanggal 3 M95l5 2020 

2..a ; +1 BU?A', BENGKAYANG 
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.· 0BAJA ·.' «. 
Diundangkan di Bengkayang 
Pada tanggal 3 55 2020 - 

KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR ?0 

A. TARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYAS. 
[a _.t, 
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.E.,M.Si 
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BERITA DAERAH 


